BAB I11

ZINA LAJANG DALAM PERSPEKTIF RKUHP 2012

A. Pengertian ZinaLajang
Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RKUHP) Tahun 2012 Bagian Keempat tentang “Zina dRarbuatan
Cabul” yang sekarang tengah digodok DPR RI yan@rdipkan menjadi

KUHP baru, zina secara komprehensif didefinisikalmagjai berikut:

1. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan meialk
persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan oielak
persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

3. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan meleduo persetubuhan
dengan perempuan, padahal diketahui bahwa peremfrraabut
berada dalam ikatan perkawinan;

4. perempuan Yyang tidak dalam ikatan perkawinan m&kaku
persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahthwia laki-laki
tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidakkde dengan

perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Berdasarkan penjelasan mengenai zina di atas, dhketahui
bahwa yang dimaksud zina lajang dalam RKUHP Tal@ir2 Z2dalah laki-

laki dan perempuan yang masing-masing tidak tedkaigan perkawinan
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yang sah melakukan persetubuhan, baik salah santalia kedua pezina
atau keduanya masih lajang. Dengan demikian, sispggng sudah cakap
hukum di mana ia tidak berada dalam suatu ikatakepenan secara sah
dan melakukan persetubuhan, maka ia dikatakan teatina sehingga
perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukumpasumt dikenakan

sanksi pidana.

Sementara itu, definisi yang diberikan Pasal 284HRUmengenai
Delik Perzinahan, zina diartikan sebageagrspel di mana pengertian ini
lazim dipakai di pelbagai negara Eropa—khususnydarBiea—yang
mengartikan zina sebagai perbuatan melawan hukws péerbuatan
persetubuhan terhadap seseorang yang bukan pasgagatara sah oleh
hukum, sementara pelaku sudah terikat dengan paraawyang sah
secara hukum dengan orang l&verspel sebagaimana diterapkan KUHP
tidak menganggap persetubuhan terlarang yang #iekudi kalangan
yang masih lajang sebagai perbuatan melawan hukehngga pezina
lajang tidak dapat dikenakan sanksi.

Menurut terma yang diberikan TermWikoverspel memiliki arti:
“Marital infidelity, or sexual relations between two partners, at least one
of whomis married to another party. The sixth commandment and the New
Testament forbid adultery absolutely.” Berdasarkan terma yang diberikan
TermWiki, dapat dilihat bahwa perbuatan zina yadgntik dengan

overspel menurut KUHP adalah tindakan perselingkuhan atdsuah

! TermWiki, overspel, http://id.termwiki.com/NL:adultery %E2%82%81, ks 11
November 2013, jam 08.45 WIB
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perkawinan atau hubungan seksual antara dua oliamgh setidaknya
satu di antaranya menikah dengan pihak lain. Pabuaina tersebut
dalam Enam Perintah Perjanjian Lama dan Perjarjiamu benar-benar
dilarang.

Selain itu, perbuatan zina menurut KUHP akan dikanasanksi
hukum apabila ada pengaduan dari pihak istri ateams pelaku zina.
Tanpa adanya aduan, pelaku tidak dapat dikenakd&sissehingga dalam
hal ini KUHP secara implisit melegalkan tindakanazapabila perzinahan
tersebut tidak ada pengaduan. Jadi, dalam kontekperzinahan yang
dilakukan oleh kedua orang yang sudah memiliki pgaa secara sah
sekalipun tidak termasuk sebagai tindakan melawdwurh yang harus
dijatuhi hukuman pidana apabila tidak ada pengadiem pihak yang
merasa dirugikan. Mengenai zighairu muhsan, KUHP secara eksplisit
melegalkan perbuatan zina yang dilakukan oleh k@arajang meskipun
perbuatan tersebut melanggar nilai dan norma yaedaku dalam
masyarakat Indonesia.

Sebagaimana definisi zina yang diatur dalam Pa8al ayat 2
RKUHP Tahun 2012, perbuatan zina baik pelakunyailmiagang atau
sudah menikah tidak akan dikenak@aonishment selama tidak ada
pengaduan dari suami, istri, atau pihak ketiga yaegasa tercemar. Lepas
dari persoalan bagaimana mekanisme suatu perbuadandijatuhi
hukuman atau tidak, definisi zina menurut KUHP d®KUHP Tahun

2012 memiliki perbedaan yang sangat signifikan.aZzmenurut KUHP
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dimaksudkan hanya bagi seseorang yang sudah mendahm hukum

pidana Islam dikenal dengan istilah pezina muhssementara zina
menurut RKUHP Tahun 2012 berlaku kepada seseorang ynenikah

(muhsan) maupun yang masih lajangh@iru muhsan). Dengan demikian,
definisi zina yang diatur dalam RKUHP 2012 adalama seperti yang
dikenal dalam hukum pidana Islam, yaitu setiap p&tdn persetubuhan
terlarang yang dilakukan oleh seseorang yang tedddap hukum yang
masih lajang maupun sudah terikat perkawinan sesatadengan orang
lain. Artinya, klasifikasi pengertian zina dalam BKP 2012 sama

dengan klasifikasi zina yang diberikan hukum pidshem.

. Dasar Hukum Zina Lajang

Dasar hukum dari pemberian hukuman adalah alasaapke

hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang, dan yaeggihukumnya

adalah negaraDasar hukum merupakan norma-norma hukum yang ada

pada peraturan perundang-undangan yang menjadadandobagi setiap
tindakan hukum oleh subyek hukum. Dalam sistem huKkodonesia,
subyek hukum adalah orang dan badan hukum. MeRKWHP Tahun
2012 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM ahelsitus resmi
Direktorat  Jenderal Perundang-Undangan KemenkumhaRi

(www.ditjenpp.kemenkumham.go.id), dasar hukum ziagang yang

terdapat dalam buku kedua adalah sebagai berikut:

96.

2 Christine S.T. Kansil,atian Ujian: Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.
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Bagian Keempat
Zina dan Perbuatan Cabul
Pasal 483

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjarengpddma 5 (lima)
tahun:

a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan mghtak
persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan oielak
persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya,;

c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melgdo
persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahimwvaba
perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan m&kku
persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahbivaalaki-laki
tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidakdedengan
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada aydatd@k dilakukan
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istu,@beak ketiga yang
tercemar.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud paata(2)y tidak
berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pensaiksdi sidang
pengadilan belum dimulai.

Yang dimaksud Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 26 qsdaal 483
ayat 3 RKUHP 2012 tersebut terdapat dalam bukutkdsatang Tindak

Pidana Aduan sebagaimana berikut:

Pasal 25

(1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapaintit atas dasar
pengaduan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayalit€htukan secara
tegas dalam Undang-Undang.
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuda payat (2)
mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, pearudilakukan
kepada semua pembuat, walaupun tidak disebutkarpelegadu.

Pasal 26

(1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belumrbearul6 (enam belas)
tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengammpaka yang
berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menuruirhyderdata.

(2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka partantdilakukan atas
pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjalilipgngawas
atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduayaiatau
keluarga sedarah dalam garis lurus.

(3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada @aidak ada maka
pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalais g&nyamping
sampai derajat ketiga.

Pasal 28

(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaisatgritahuan dan
permohonan untuk dituntut.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat djUkah secara
tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selain ketentuan dalam Pasal 483 RKUHP 30asal 485
RKUHP 2012 juga mengatur larangan terhadap pasangan kumpol ke
Kumpul kebo sebagaimana sudah dipahami oleh sebabesar
masyarakat Indonesia dijelaskan dalam RKUHP 20HXahdorang yang

melakukan hidup bersama sebagai suami istri digegkawinan yang sah

® Menurut Rancangan Penjelasan Pasal 483 RKUHP 2@dt2ntuan ini mengatur
mengenai tindak pidana permukahan, dengan tidakbmeakan antara mereka yang telah kawin
dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakawarm laki-laki dan perempuan dalam
melakukan tindak pidana tersebut.

4 Menurut Rancangan Penjelasan Pasal 485 RKUHP 2Ré&@ntuan ini dalam
masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”.
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di mana mereka akan mendapatkan sanksi hukum beidpaa penjara
atau denda. Pasal yang mengatur pasangan kumpuoltéetebut adalah

sebagai berikut:

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagaii sstri di luar
perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara p&img 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak kategati I1.

Sedangkan dasar hukum zina lajang dalam KUHP tidaknukan.
KUHP hanya memberikan ancaman pidana terhadap gtarbzina yang
dilakukan oleh seseorang yang telah menikah. Dakrmi, persetubuhan
terlarang oleh kalangan lajang bukan dikategordgetmagai perbuatan zina
yang harus mendapatkan sanksi hukum. Namun demsidbagai bahan
komparasi, penulis akan menyajikan dasar hukum @msison) dalam
KUHP. Adapun dasar hukum tersebut tercantum dalasalP284 KUHP

sebagai berikt

Pasal 284. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama gamb
bulan:

ke-1 a. seorang pria telah nikah yang melakukaa, zsadahal diketahui,
bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,;

b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina;

® Yang dimaksud Kategori Il adalah kategori dendagyercantum dalam Pasal 80 ayat 3
RKUHP 2012 tentang Pidana Denda yang berbunyi: dfdddenda paling banyak diterapkan
berdasarkan kategori, yaitu kategori | adalah RID@&000,00 (enam juta rupiah), kategori I
adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiabjegori Ill adalah Rp 120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah), kategori IV adalah 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kategori V
adalah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratwa jupiah), dan kategori VI adalah Rp
12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).”

® Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2007), hal. 104.
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ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukabua¢an itu, padahal
diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah;

b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta kugdan perbuatan
itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turusdlah telah
nikah dan pasal 27 B{\berlaku baginya;

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas peéonga
suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi melakdaku pasal 27
BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintbarcerai atau pisah
meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

C. Sanks Pidanabagi Pezina Lajang

Dalam Pasal 10 KUHP tentang Pidana, jenis hukumdanp
diklasifikasikan dalam pidana pokok dan pidana tanam. Pidana
tambahan hanya dijatuhkan kepada terdakwa apaldang pokok

dijatuhkan. Adapun hukuman pidana menurut KUHPuyait

1. Pidana pokok

a. pidana mati,

o

pidana penjara,
c. kurungan,
d. denda.
2. Pidana tambahan
a. pencabutan hak-hak tertentu,
b. perampasan hak-hak tertentu,

C. pengumuman putusan hakim.

" Dalam Kitab Undang-Undang Hukum PerdaBargerlijk Wetboek voor Indonesie),
pasal 27 berbunyi: “Pada waktu yang sama, seomagilhanya boleh terikat oleh perkawinan
dengan satu orang perempuan saja; seorang pereimguoya dengan satu orang lelaki saja.”
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Sedangkan jenis hukuman pidana dalam RKUHP 201furdia

dalam Pasal 65 sebagaimana berikut:

Paragraf 1
Jenis Pidana

Pasal 65
(1) Pidana pokok terdiri atas:
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayatdhentukan berat
ringannya pidana.

Pasal 66
Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifasilh dan selalu
diancamkan secara alternatif.

Pasal 67
(1) Pidana tambahan terdiri atas:
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
Cc. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti kerugian; dan
e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajibamurote
hukum yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sangad pidana
pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atauadajjatuhkan
bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban satianpat atau
kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakall
pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapatutii@n walaupun
tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembargdatah sama
dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
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(5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakutndak pidana
dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana dafm peraturan
perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Terkait dengan pemberian sanksi kepada pezina—geaika yang
sudah terikat perkawinan dengan orang lain maumaing yang masih
lajang—RKUHP 2012 memberikan sanksi pidana pokakkah pidana
tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 RKRH2. Oleh
karena itu, penulis akan menjelaskan jenis-jenisuman pokok terlebih
dahulu sebagaimana didefinisikan oleh RKUHP 201fardarangka
mengetahui bagaimana hukuman pokok yang diberikapada
terdakwa—khususnya hukuman pokok bagi pezina lajangngingat
jenis hukuman yang diberikan RKUHP 2012 mengalaeangembangan
secara substantif sehingga jenis hukuman yangikidreberbeda dengan
KUHP. Adapun jenis hukuman pokok menurut RKUHP 2(drara lain
pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawpg#ana denda, pidana

kerja sosial, dan pidana mati.

1. Pidana Penjara menurut RKUHP 2012

Paragraf 2
Pidana Penjara

Pasal 69
(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidwugu aintuk waktu
tertentu.

(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhgahng lama 15 (lima
belas) tahun berturut-turut atau paling singkasdty) hari, kecuali
ditentukan minimum khusus.

(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan padpanjara seumur hidup
atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pigang dijatuhi
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pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidangeuntuk waktu
tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua putahun berturut-
turut.

(4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuktuveetentu tidak
boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

2. Pidana Tutupan menurut RKUHP 2012

Paragraf 3
Pidana Tutupan

Pasal 76
(1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diandamgan pidana
penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatagagat dijatuhi
pidana tutupan.

(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada Bydgapat dijatuhkan
kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana kaegdarong oleh
maksud yang patut dihormati.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayad@X hierlaku, jika cara
melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sSk@demrupa
sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidaeajara.

3. Pidana Pengawasan menurut RKUHP 2012

Paragraf 4
Pidana Pengawasan

Pasal 77
Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diandengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijapiiana pengawasan.

Pasal 78
(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepadakteadanengingat
keadaan pribadi dan perbuatannya.

(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pat@laygijatuhkan
untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapatuktaissyarat-syarat:

a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
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b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendekmasa pidana
pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagjiagidn yang
timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau

c. terpidana harus melakukan atau tidak melakukarupéah tertentu,

tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemardeka

berpolitik.

(4) Pengawasan dilakukan oleh balai pemasyarakazdda kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidakgm dan
hak asasi manusia

(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melahggam maka balai
pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggamakisan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi mandsjgat
mengusulkan kepada hakim pengawas untuk mempengampasa
pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimidu®) kali
masa pengawasan yang belum dijalani.

(6) Jika selama dalam pengawasan terpidana merkamutelakuan yang

baik maka balai pemasyarakatan pada kementeriang yan

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnmutan hak
asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pasgamtuk
memperpendek masa pengawasannya.

(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangaktu
pengawasan setelah mendengar para pihak.

4. Pidana Denda menurut RKUHP 2012

Paragraf 5
Pidana Denda

Pasal 80
(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejunaayy yang wajib
dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pemgadil

(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pa&alenda paling
sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdas&&tegori, yaitu:

kategori | Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

kategori Il Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rdpia

kategori Il Rp 120.000.000,00 (seratus dua pulué jupiah);
kategori IV Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta alj

kategori V Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar duaisgtita rupiah);
dan

®oo o
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f. kategori VI Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miriigriah)

5. Pidana Mati menurut RKUHP 2012

Paragraf 11
Pidana Mati

Pasal 87
Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagayaiperakhir untuk
mengayomi masyarakat.

Pasal 88
(1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak tergidampai mati
oleh regu tembak.
(2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksial pat (1) tidak
dilaksanakan di muka umum.

(3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita haeil @ang yang sakit
jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atamg yang sakit
jiwa tersebut sembuh.

(4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelamgienan grasi bagi
terpidana ditolak Presiden.

6. Pidana Kerja Sosial menurut RKUHP 2012

Paragraf 10
Pidana Kerja Sosial

Pasal 86
(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tilddkh dari 6 (enam)
bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidanaaétategori | maka
pidana penjara atau pidana denda tersebut daattdigengan pidana
kerja sosial.
Adapun sanksi pidana bagi seseorang yang melakpgebuatan
zina di mana ia dalam status lajang (belum menjkaidaka berdasarkan

pasal 483 ayat 1 RKUHP 2012, pezina lajang tersgikehakan hukuman

pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima)yr. Penjara 5 (lima)
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tahun merupakan batas tertinggi sanksi pidana gapgt dikenakan oleh
hakim kepada terdakwa. Terkait dengan berapa lardakwa harus
dihukum penjara, dalam hal ini hakim memiliki wewsag penuh untuk
berijtihad menentukan kadar berat ringannya suatkuman yang
diberikan terdakwa antara rentang batas minimungatetatas maksimal
5 (lima) tahun.

Batas minimum hukuman penjara bagi setiap terpidditak
terkecuali terpidana atas kasus zina lajang—adhlédatu) hari. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 2 RK@BIE2 yang
berbunyi: “Pidana penjara untuk waktu tertentutdhan paling lama 15
(lima belas) tahun berturut-turut atau paling satgk (satu) hari, kecuali
ditentukan minimum khusus.”

Yang dimaksud pidana minimum khusus adalah bataénmam
hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim kepaddakeva apabila
perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti $gjainterdakwa
dijatuhi hukuman yang kemudian ditetapkan batasimuim terhadap
hukuman tersebut. Namun, KUHP hanya mengatur pidamamum
umum yang mengatur batas minimum bagi hukuman pigenjara (Pasal
12 ayat 2 KUHP) dengan batas minimum umum 1 (shar), pidana
kurungan (Pasal 18 ayat 1 KUHP) dengan batas mmimmaum 1 (satu)
hari, denda (Pasal 30 ayat 1 KUHP) dengan batasmmm umum

sebanyak 25 (dua puluh lima) sen.
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Sedangkan pidana minimum khusus tidak dijelaskému&UHP,
tetapi setidaknya KUHP memberikan alternatif dalBasal 103 yang
berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampaigdn Bab VI
buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yateh ketentuan
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidatak jika oleh
undang-undang ditentukan lain.” Pasal 103 KUHPsetdara implisit juga
menjelaskan bahwa pidana minimum khusus yang dkemudalam
peraturan perundang-undangan selain KUHP berlagutbedakwa yang
melanggar hukum di luar ketentuan KUHP—seperti madaninimum
khusus—di mana masing-masing undang-undang menhbiékas pidana
minimum khusus tersendiri yang berbeda satu sama la

Salah satu undang-undang yang di dalamnya terdapatn
mengenai pidana minimum khusus, antara lain UU Ndsndahun 1997
tentang Psikotropika, UU Nomor 22 Tahun 1997 tegtharkotika, UU
Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 temtBerbankan,
UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek NMohodan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 23 Tahuf i&%ang Bank
Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyglmagNegara yang
Bersih dan Bebas KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 joméo 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 15uraB002 jo. UU
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencutiang, UU

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU NomorTaBun 2002



56

tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 15 Tahun 2@88ang Tindak
Pidana Terorisme, dan lain sebagaifya.

Selain sanksi ditetapkan kepada pezina yang masihg, RKUHP
2012 juga memberikan sanksi terhadap pasangan Kuktepo di mana
didefinisikan dalam RKUHP 2012 sebagai perbuatataka&an hidup
bersama layaknya suami istri di luar perkawinangyaah, maka ia
dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) talmngan batas pidana
minimum umum selama 1 (satu) hari atau denda pdiagyak pada
Kategori I, yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 derggias minimum denda
sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai diatur dalam
Pasal 80 RKUHP 2012. Kumpul kebo diredaksikan ddéthis berita
Tempo.c8 dengan istilah lajang yang hidup bersama sebagaiisistri di
luar perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, pelaku zina yang masih lajaray ggtasangan
kumpul kebo tidak akan mendapatkan tuntutan atakss@idana selama
tidak ada pengaduan dari pihak istri, suami, athakpketiga yang merasa
tercemar atas perbuatan zina yang dilakukan olehasg lajang atau
pasangan kumpul kebo tersebut. Dengan demikianurhak pidana
penjara maksimal 5 (tahun) kepada pelaku zina rdefifpandul” atau

samasekali tidak berlaku apabila tidak ada pengadBangadilan yang

8 Barda Nawawi Arief;Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal, Makalah
disajikan dalam Pertemuan limiah Sistem Pemidadasémdonesia, BPHN Dephumham, Jakarta,
27 November 2007.

Tempo.co, KUHP Baru, Lajang Berzna Kena 5 Tahun Penjara,
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/20/063468KW4HP-Baru-Lajang-Berzina-Kena-5-
Tahun-Penjara, diakses 13 November 2013, jam M/I&L
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berwenang tidak akan melakukan proses hukum tephaelaku zina jika
tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang mengaduk

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penefissbimpulan
bahwa sanksi atau hukuman pidana yang dikenakarpbldu zina yang

masih lajang adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
Pezina lajang yang sudah menjadi terdakwa dikenaidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun. Mengenai batdsarapa lama
terdakwa akan dipenjara, RKUHP 2012 memberikangbesan batas
pidana minimum umum selama 1 (satu) hari yang didélam Pasal
69 ayat 2 RKUHP 2012. Dengan demikian dapat disikgoubahwa
terdakwa atas kasus zina lajang dihukum dengamaidanjara dalam
rentang waktu antara 1 (satu) hari sampai 5 (lt@alyn, sesuai kadar
berat ringannya perbuatan tersebut menurut hakim.
2. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dikendbag
seseorang—termasuk lajang—yang melakukan hidupatmersdalam
satu atap sebagai suami istri di luar pernikahargysah. Pengertian
hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawiyeng sah dalam
tradisi masyarakat dikenal dengan istilah kumpullodkeDalam hal ini,
terdakwa dikenakan sanksi penjara dengan rentarguwantara 1
(satu) hari sebagai pidana minimum umum sampai aterig (satu)

tahun sebagai pidana maksimum khusus.
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3. Pidana denda

Menurut penulis, denda berfungsi sebagai alternsdifiksi
pidana yang dikenakan kepada seseorang—termasaRkgtajyang
melakukan hidup bersama dalam satu atap sebagai sta di luar
pernikahan yang sah. Dalam pasal 485 RKUHP 201k tirsebut
juga dapat dikenakan pidana denda paling banyadsaeliKategori Il,
yaitu Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)d&@egkan pidana
denda minimum khusus yang dapat dikenakan atasngmdsan
terhadap delik ini sebagaimana dalam Pasal 80 2aRiKUHP 2012
adalah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rugiadl),. pidana denda
yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah aR{@rb00.000,00
(seratus ribu rupiah) hingga Rp 30.000.000,00 (gjah juga rupiah),
sesuai dengan kadar berat ringannya perbuatanbig¢rsaenurut

hakim.



